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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 dan
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235;

9. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

10. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk
melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

4. Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan,
sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu,
mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-
usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi
aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

5. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional
Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

6. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas
disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

7. Programa penyuluhan kehutanan adalah rencana tertulis yang
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman
pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian
tujuan penyuluhan.

8. Rencana kerja Penyuluh Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang
disusun oleh para Penyuluh Kehutanan Terampil dan Penyuluh
Kehutanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan Kehutanan
setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam
berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha Kehutanan.

9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh
Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang
kehutanan dan etika profesi di bidang penyuluhan kehutanan.

11. Uji Kompetensi adalah pengujian terhadap pengusaan kompetensi
sebagai dasar penetapan perpindahan jenjang jabatan dan kenaikan
jenjang jabatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

12. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat
DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit yang harus diisi
oleh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh
pejabat pengusul.

13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil
penilaian dari daftar usulan penetapan angka kredit yang ditetapkan
oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
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14. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan.

15. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan.

16. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

17. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan
Penyuluhan yang membidangi Kehutanan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Kepala Badan
Penyuluhan yang membidangi kehutanan dalam menetapkan PAK
bagi Penyuluh Kehutanan Pusat/Daerah pada jenjang jabatan
tertentu.

18. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Sekretaris
Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan dalam menetapkan
PAK bagi Penyuluh Kehutanan Pusat pada jenjang jabatan tertentu.

19. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah
Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam
menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Daerah Provinsi.

20. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan
Daerah Kabupaten/Kota.

21. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk
membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai
Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dalam
melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan.

22. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan
Kehutanan adalah pendidikan dan pelatihan fungsional yang
diberikan kepada calon/penyuluh Kehutanan guna peningkatan
pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan.

23. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Kehutanan
yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tamat pendidikan dan
pelatihan yang diperoleh Penyuluh Kehutanan setelah lulus
mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.

24. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang
kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan

www.peraturan.go.id



2015, No.1192 6

kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang disusun oleh Penyuluh
Kehutanan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan Kehutanan.

25. Foto adalah materi penyuluhan Kehutanan berupa rangkaian foto-
foto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu
cerita/proses kegiatan di bidang Kehutanan.

26. Folder adalah lembaran kertas lepas yang dilipat dua/tiga lipatan
yang berisi pesan penyuluhan Kehutanan dalam bentuk tulisan dan
gambar (foto/ilustrasi)

27. Leaflet/Lipatan lembaran kertas lepas yang tidak dilipat dua/tiga
lipatan yang berisi pesan penyuluhan Kehutanan dalam bentuk
tulisan dan gambar (foto/ilustrasi).

28. Selebaran adalah sehelai kertas yang bisa dilipat, bergambar dengan
kata-kata atau tidak bergambar yang mengandung pesan-pesan
pembangunan Kehutanan.

29. Poster adalah lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan
Kehutanan dalam bentuk gambar dan tulisan sebagai salah satu
media yang populer dan berguna untuk komunikasi visual, dengan
sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan
mudah dibaca dan dilihat.

30. Flip Chart adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan
tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan
sehingga mudah disingkap.

31. Brosur/Buklet adalah buku dengan jumlah 8-20 halaman yang berisi
uraian tentang suatu topik gagasan atau konsep pembangunan
Kehutanan, yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi
gambar, foto, tabel dan ilustrasi lainnya.

32. Naskah Radio/TV/Seni Budaya/Pertunjukan adalah materi
penyuluhan Kehutanan berupa suatu tulisan/naskah/skenario yang
akan dibacakan/ diperagakan/ditayangkan dalam siaran
radio/TV/Seni Budaya/pertunjukan.

33. Film/Video/VCD/DVD adalah rangkaian cerita yang berisi materi
penyuluhan Kehutanan dibuat dalam pita film dan diputar dengan
proyektor film, atau pada pita video catridge yang diputar pada video
player/VCD/DVD player.

34. Pameran adalah kegiatan untuk memperlihatkan atau
mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar,
poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu
tempat tertentu, dalam rangka promosi.
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35. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya
terangkum dalam domain atau sub domain yang terdapat dalam world
wide web (www) di internet.

36. Kunjungan tatap muka/anjangsana pada petani/kelompok
tani/massal adalah metode penyuluhan Kehutanan langsung dengan
mendatangi usahatani petani/kelompok tani/masyarakat Kehutanan
dalam membantu mengidentifikasi dan atau pemecahan
permasalahan usahatani serta sosialisasi program pembangunan
Kehutanan.

37. Temu karya adalah kegiatan pertemuan sesama pelaku utama dengan
pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan
gagasan dalam kegiatan pembanguinan kehutanan.

38. Temu usaha adalah kegiatan pertemuan antar petani dengan
pengusaha dibidang Kehutanan dalam rangka promosi, transaksi,
perluasan pasar dan kemitraan.

39. Studi banding/widya karya adalah kegiatan perjalanan bersama yang
dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh Kehutanan untuk
mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya
bermanfaat di tempat yang dituju.

40. Sarasehan adalah kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi
antara kelompok tani hutan dengan pihak pemerintah/Pemerintah
Daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan
untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati
pemecahan berbagai permasalahan pembangunan Kehutanan .

41. Kursus tani adalah kegiatan proses belajar mengajar yang khusus
diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang diselenggarakan
secara sistematis dan teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

42. Sekolah lapang adalah kegiatan proses belajar mengajar dengan
partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa
dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani sendiri, serta
mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya,
dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya
yang dipandu oleh petani sendiri dan Penyuluh Kehutanan.

43. Perlombaan adalah kegiatan lomba usaha tani untuk menumbuhkan
persaingan diantara para petani/kelompok tani dalam mengejar suatu
prestasi yang diinginkan.

44. Jejaring kerja atau kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan
antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama
di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat
memperoleh hasil yang lebih baik.
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45. Pengembangan profesi adalah kegiatan pengembangan diri Penyuluh
Kehutanan melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, Tingkat
Terampil peningkatan mutu dan profesionalisme Penyuluh Kehutanan
agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan
Kehutanan .

46. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan pokok pikiran, hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh
perorangan atau kelompok dibidang penyuluhan kehutanan.

47. Karya tulis atau karya ilmiah hasil pengkajian adalah tulisan hasil
kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh
perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan
ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi,
tinjauan pustaka, diskripsi, metodologi, analisis permasalahan,
kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

48. Karya tulis atau karya ilmiah hasil gagasan sendiri adalah tulisan
hasil pokok pikiran, yang disusun oleh perorangan atau kelompok,
yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan
gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi,
analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

49. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri atau makalah
adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok
yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan
yang bersifat empiris-obyektif dibidang Kehutanan.

50. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk
membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan
dan teknologi.

51. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain
yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli.

52. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang
dialihbahasakan.

53. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan,
pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat
pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta
pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.

54. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan
kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan
menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.
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55. Konsultasi di bidang Kehutanan adalah kegiatan memberikan saran,
pendapat, dan rekomendasi di bidang Kehutanan kepada institusi
atau perorangan yang hasilnya dalam bentuk tulisan bersifat konsep.

56. Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas/ memecahkan
masalah tertentu di bidang pembangunan Kehutanan guna
memperoleh kesimpulan.

57. Lokakarya adalah pertemuan untuk membahas masalah di bidang
pembangunan Kehutanan guna memperoleh hasil yang perlu ditindak
lanjuti.

58. Tanda jasa atau penghargaan adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing
atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui
oleh masyarakat ilmiah.

59. Penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan adalah tanda kehormatan
yang diberikan kepada penyuluh Kehutanan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah atas prestasi kerja di bidang penyuluhan
Kehutanan yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari
setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
kelembagaan penyuluhan Kehutanan pemerintah.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan dan Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai acuan bagi
Penyuluh Kehutanan, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat
penetap angka kredit dan para pemangku kepentingan, dalam
melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan
administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang penyuluhan
kehutanan, sehingga pengembangan karier Penyuluh Kehutanan
dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan dan Angka Kreditnya bertujuan untuk mempermudah dan
menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan
fungsional Penyuluh Kehutanan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN DETAIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

(1) Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan
persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan.
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(2) Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terbagi dalam unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan
kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya.

(3) Rincian unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Pejabat
Fungsional Penyuluh Kehutanan :

a. Tingkat Terampil; dan

b. Tingkat Ahli.

(4) Detail teknis pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan
kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I.

(5) Detail teknis pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan
kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 4

Pejabat yang berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat,
alih jenjang, pembebasan sementara, dan pemberhentian terdiri dari :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat lain yang
ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Pemula sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

2. Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi
Penyuluh Kehutanan Pemula sampai dengan Penyuluh Kehutanan
Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Madya yang bertugas di unit penyelenggara penyuluhan
kehutanan di daerah.
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BAB IV

PENGANGKATAN PENYULUH KEHUTANAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dapat
memiliki karir dengan pangkat, jabatan dan angka kredit yang
dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, angka kredit, pangkat dan
golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum pada Lampiran III.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat berdasarkan formasi
Penyuluh Kehutanan dapat mengajukan usulan menjadi PNS
sekaligus pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Penyuluh
Kehutanan kepada pimpinan unit kerja calon Penyuluh Kehutanan.

(2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengusulkan pengangkatan pertama dalam jabatan Penyuluh
Kehutanan dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari :

a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

b. fotokopi surat keputusan CPNS/PNS;

c. fotokopi sertifikat diklat prajabatan;

d. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai satu tahun terakhir;

Pasal 7

(1) Penyuluh Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyampaikan berkas usulan pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
penyuluhan Kehutanan bagi golongan III;

b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
penyuluhan Kehutanan bagi golongan II.
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(2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
menyampaikan berkas usulan kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro yang
membidangi kepegawaian untuk penetapan pengangkatan pertama
dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

(3) Pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menyampaikan berkas usulan kepada Sekretaris Badan atau
Sekretaris Direktorat Jenderal unit eselon I yang membidangi
penyuluhan kehutanan untuk penetapan pengangkatan pertama
dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

Pasal 8

(1) Untuk Penyuluh Kehutanan di luar lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan
berkas usulan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) kepada Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara
penyuluhan kehutanan di daerah.

(2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan
berkas usulan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
penyuluh kehutanan.

Pasal 9

(1) Penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh
kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
dilakukan setelah CPNS memperoleh pengangkatan sebagai PNS.

(2) Penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh
kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
penetapan PAK dengan angka kredit minimal dari ijazah dan diklat
prajabatan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk

Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan

Pasal 10

(1) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat wajib
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan.

(2) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan, diberi kesempatan
mengulang sampai 3 (tiga) kali.
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(3) Setelah mengulang 3 (tiga) kali dan tetap tidak lulus, maka yang
bersangkutan diberhentikan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh
Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 11

(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan setelah
memperhitungkan kebutuhan jumlah Penyuluh Kehutanan dan
adanya formasi pada unit kerja yang bersangkutan.

(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan berkas usulan :

a. fotokopi ijazah yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;

c. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

d. surat keterangan melaksanakan tugas di bidang penyuluhan
Kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun yang dihitung secara
kumulatif sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS;

e. surat persetujuan dari atasan;

f. fotokopi sertifikat diklat pembentukan fungsional penyuluh
Kehutanan yang dilegalisir;

g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik
dalam satu tahun terakhir; dan

h. fotokopi PAK yang telah dilegalisir.

(3) Berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi untuk diproses penetapanny

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk diproses penetapannya.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dihitung dari
kegiatan di bidang penyuluhan Kehutanan paling kurang 2 (dua)
tahun, dilengkapi dengan bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang
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diusulkan sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kehutanan dan
dipakai sebagai dasar penetapan jenjang jabatan Penyuluh
Kehutanan.

Bagian Keempat

Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 12

(1) Alih tingkat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat
Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dapat dilakukan
dengan memperhitungkan formasi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli
dan kecukupan jumlah Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil pada
unit kerja yang bersangkutan;

(2) Alih tingkat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat
Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

a. memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) sesuai kualifikasi
yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
yang terdiri dari bidang penyuluhan, kehutanan, komunikasi,
agribisnis, peternakan, tanaman pangan, pertamanan, biologi,
geografi, hortikultura, dan perkebunan atau yang serumpun;

b. telah lulus diklat alih tingkat Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan;

c. memiliki angka kredit minimal sebesar 100 (seratus);

d. rekomendasi pimpinan unit kerja;

e. pangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang III/a.

f. telah ditetapkan PAK Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Penyuluh
Kehutanan Tingkat Ahli.

(3) Alih tingkat jabatan fungsional penyuluh kehutanan dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
tahapan :

a. Pemimpin unit kerja menerbitkan rekomendasi bagi Pejabat
Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan
dipindahkan ke Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat
Ahli;
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b. berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a,
penilaian angka kredit terhadap ijazah S1/D IV diberikan angka
kredit sebesar 100;

c. angka kredit ijazah S1/D IV diberikan apabila yang bersangkutan
telah mengikuti diklat alih tingkat.

(4) PAK Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil
yang akan diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dihitung dengan
ketentuan :

a. sebesar 65 % angka kredit kumulatif yang berasal dari
pendidikan dan pelatihan, tugas pokok, dan pengembangan
profesi ditambah dengan angka kredit dari ijazah S1/D IV.

b. semua angka kredit dari unsur penunjang tidak
diperhitungkan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil menyiapkan berkas usulan
alih tingkat yang terdiri dari :

a. surat keterangan ketersediaan formasi Penyuluh Kehutanan
Tingkat Ahli dan terpenuhinya kecukupan jumlah Penyuluh
Kehutanan Tingkat Terampil dari otoritas kepegawaian
Pusat/Daerah setempat;

b. fotokopi ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi bidang tugas dan
tupoksi jabatan fungsional yang telah dilegalisir;

c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;

d. fotokopi sertifikat diklat alih tingkat Penyuluh Kehutanan yang
dilegalisir;

e. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir;

f. fotokopi PAK terakhir; dan/atau

g. fotokopi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) terakhir;

h. fotokopi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi
Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli.

(2) Berkas usulan alih jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan
kepada pimpinan unit kerja.
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(3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan
berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
untuk proses penetapan alih jabatan.

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk proses penetapan alih jabatan.

BAB V

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan setelah
memenuhi persyaratan :

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. jumlah angka kredit kumulatif minimal harus dipenuhi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang dengan nilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 15

(1) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 dilengkapi dengan berkas usulan :

a. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

b. fotokopi PAK terakhir;

c. fotokopi PAK kesinambungan;

d. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan

e. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Berkas usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
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(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan
unit kerja menyampaikan berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi untuk proses penetapan.

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk proses penetapan.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 16

Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan setelah
memenuhi persyaratan :

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. jumlah angka kredit kumulatif minimal harus dipenuhi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 17

(1) Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 dilengkapi dengan berkas usulan :

b. fotokopi SK CPNS dan SK. PNS (bagi kenaikan pangkat pertama
kali)

c. fotokopi Kartu Pegawai;

d. PAK (asli) terakhir;

e. fotokopi PAK kesinambungan

f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

g. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan

h. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
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(2) Berkas usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan
unit kerja menyampaikan berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi untuk proses penetapannya;

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk proses penetapannya.

Paragraf 3

Kenaikan Jenjang Jabatan Madya Ke dalam Jenjang Utama

Pasal 18

(1) Penyuluh Kehutanan jenjang Madya yang akan naik jabatan ke dalam
jenjang Utama wajib memenuhi persyaratan :

a. mendapat rekomendasi dari atasan langsung dengan
memperhatikan ketersediaan formasi Penyuluh Kehutanan
jenjang Utama;

b. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;

c. mempresentasikan karya tulis / karya ilmiah.

(2) Presentasi karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan dengan ketentuan :

a. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk naik ke
jenjang Utam

b. karya tulis / karya ilmiah merupakan hasil pemikiran Penyuluh
Kehutanan terhadap Pengembangan Penyuluhan Kehutanan dan
belum pernah dipublikasikan atau dinilai.

c. sistematika karya tulis / karya ilmiah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

d. harus dipresentasikan dengan peserta minimal 20 (dua puluh)
orang yang berasal dari masing-masing 50 % dari Unit Kerja
masing-masing Penyuluh Kehutanan dan Instansi terkait.

e. bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di unit eselon I
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, presentasi
dilakukan di Sekretariat Badan / Sekretariat Direktorat/Pusat
yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, dengan pembahas
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terdiri dari atasan langsung dan Kepala Badan / Direktur
Jenderal yang membidangi Penyuluhan Kehutanan.

f. bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di Provinsi / Kabupaten,
presentasi dilakukan di Unit Kerja masing-masing dengan
pembahas eselon I yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pejabat
yang ditunjuk.

g. hasil presentasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Presentasi
Karya Tulis/ Karya Ilmiah dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V.

h. karya tulis/ karya ilmiah diperbaiki berdasarkan saran dan
masukan hasil presentasi dan disampaikan kepada Pembahas
Kepala Badan/ Direktur Jenderal yang membidangi Penyuluhan
Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pusat dan Sekretaris
Daerah bagi Penyuluh Kehutanan Provinsi/ kabupaten/ kota

i. Penyuluh Kehutanan yang telah melaksanakan presentasi karya
tulis/ karya ilmiah untuk kenaikan jenjang Utama, diberikan
sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan/ Direktur Jenderal
yang membidangi Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh
Kehutanan Pusat dan Sekretaris Daerah bagi Penyuluh
Kehutanan Provinsi/ kabupaten/ kota.

Pasal 19

(1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Penyuluh Kehutanan menyiapkan berkas usulan kenaikan jenjang
madya ke dalam jenjang utama yang terdiri dari :

a. fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;

b. fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;

c. PAK terakhir asli;

d. fotokopi PAK yang dipergunakan untuk kenaikan pangkat
terakhir;

e. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir;

f. fotokopi Berita Acara Presentasi Karya Tulis / Karya Ilmiah;

g. fotokopi sertifikat presentasi karya tulis / karya ilmiah yang
dilegalisir; dan

h. fotokopi surat keterangan lulus uji kompetensi.

(2) Berkas usulan kenaikan jenjang madya kedalam jenjang utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan
unit kerja dengan ketentuan :
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a. Untuk penyuluh kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan :

1) usulan disampaikan kepada Pejabat eselon II yang
membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluh
Kehutanan, selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris
Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

2) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan kenaikan jenjang
madya kedalam jenjang utama kepada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan diteruskan kepada Presiden
untuk proses penetapannya.

b. Untuk penyuluh kehutanan lingkup pemerintah
provinsi/kabupaten/kota :

a. Usulan disampaikan kepada Pejabat eselon II yang
membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluh
Kehutanan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kot

b. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan
usulan kenaikan jenjang madya ke dalam jenjang utama
kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diteruskan kepada
Presiden untuk proses penetapannya.

Pasal 20

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
Penyuluh Kehutanan sebagai persyaratan untuk memperoleh kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Angka Kredit

Paragraf 1

Pejabat Pengusul

Pasal 21

Berkas usulan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf b
diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan kepada :

a. Pimpinan Unit Kerja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan
yang membidangi penyuluhan untuk penetapan angka kredit bagi
Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
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ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Pimpinan unit penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, yang
selanjutnya disampaikan kepada Kepala badan yang membidangi
Penyuluhan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai
dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e;

c. Pimpinan unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Badan yang
membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit
bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia,
Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh
Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit
penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, yang selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana
Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Paragraf 2

Tata Cara Pengusulan Angka Kredit

Pasal 22

(1) Pengusulan angka kredit dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.

(2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam
bentuk blanko DUPAK, dengan lampiran :

a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja tempat Penyuluh
Kehutanan bertugas;
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b. fotokopi ijazah, STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan
yang pernah diterima;

c. fotokopi Keputusan Jabatan dan Pangkat Penyuluh Kehutanan
terakhir;

d. fotokopi PAK/Hapak terakhir;

e. Surat Perintah Tugas ditandatangani asli minimal oleh eselon IV,
apabila kegiatan yang dilakukan secara kelompok atau Tim dapat
menggunakan fotokopi Surat Perintah Tugas yang dilegalisir oleh
minimal eselon IV

f. surat pernyataan melakukan kegiatan antara lain :

1) mengikuti pendidikan dan pelatihan;

2) kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan;

3) pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

4) evaluasi dan pelaporan;

5) pengembangan penyuluhan kehutanan;

6) pengembangan profesi; dan/atau

7) penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan.

g. bukti fisik butir kegiatan dan dokumen pendukun

Pasal 23

(1) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
huruf f angka 6), meliputi:

a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan
kehutanan;

b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
penyuluhan kehutanan;

c. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
penyuluhan kehutanan.

(2) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok;

b. memenuhi ketentuan karya tulis/karya ilmiah sebagaimana
peraturan yang berlaku;

c. materi berisikan suatu pokok bahasan ilmiah dengan
menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan
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pustaka, diskripsi, metodologi, analisis permasalahan,
kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

(3) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk skripsi, tesis,
dan desertasi yang disusun Penyuluh Kehutanan tidak dapat
dijadikan karya tulis/karya ilmiah.

Paragraf 3

Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

Pasal 24

(1) Pengajuan DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi Penyuluh
kehutanan dapat dilakukan dalam periode Januari s/d Juni atau
Periode Juli s/d Desember.

(2) Pengajuan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
diterima oleh Pejabat Pengusul paling lambat :

a. bulan Januari untuk periode bulan Juli s/d bulan Desember
tahun sebelumnya;

b. bulan Juli untuk periode Januari s/d Juni Tahun berjalan pada
tahun yang sama,

(3) Pengajuan DUPAK untuk pengangkatan pertama dan pengangkatan
kembali dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

(4) Apabila penyampaian DUPAK beserta lampirannya melewati batas
waktu yang telah ditetapkan akan dinilai pada periode penilaian
angka kredit berikutnya.

(5) Dalam hal Pengusulan DUPAK tidak dilakukan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun, maka kepada Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan
diberikan surat teguran oleh Pimpinan Unit Kerja.

Bagian Kedua

Penilaian Angka Kredit

Paragraf 1

Tim Penilai

Pasal 25

(1) Penilaian DUPAK Penyuluh Kehutanan dilakukan oleh Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk oleh Kepala Badan Penyuluhan
yang membidangi Kehutanan pada Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam Penetapan Angka
Kredit.
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b. Tim Penilai Unit Kerja yang dibentuk oleh Sekretaris Badan yang
membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam
Penetapan Angka Kredit.

c. Tim Penilai Provinsi yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah
Provinsi dan membantu dalam Penetapan Angka Kredit.

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota dan membantu dalam Penetapan Angka
Kredit.

(2) Tugas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :

a. mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang
dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;

b. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi
kerja Penyuluh Kehutanan yang tercantum dalam
DUPAK;

c. menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada
pejabat Penetap Angka Kredit;

d. melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi,
pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit penyuluh
kehutanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada
ayat (2), Tim Penilai dibantu oleh Tim Verifikasi dan
Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 26

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)
ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3
(tiga) orang yang terdiri dari :

a. Ketua yang berasal dari pejabat struktural minimal eselon IV yang
membidangi kepegawaian;

b. Anggota yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan Penyuluh
Kehutanan.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan;

b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung;
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c. memeriksa keabsahan bukti pendukung; dan

d. memeriksa susunan berkas DUPAK.

(4) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 27

(1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

(2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari :

a. Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Instansi dipimpin oleh pejabat
struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja penyuluhan Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

b. Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah dipimpin oleh pejabat
eselon III yang membidangi kepegawaian pada instansi
penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah.

(3) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas :

a. menerima, dan mencatat DUPAK Penyuluh Kehutanan yang
diterima dan memeriksa kelengkapannya;

b. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk
penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan;

c. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian
kepada Ketua Tim Penilai;

d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;

e. menyusun bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim
Penilai;

f. memproses hasil penilaian angka kredit oleh tim penilai dalam
bentuk HAPAK dan PAK untuk ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang;

g. menyampaikan hasil penilaian berupa HAPAK dan PAK kepada
pejabat pengusul;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai
dalam rangka pelaksanaan penilaian;
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Paragraf 2

Tata Cara Penilaian

Pasal 28

Penilaian angka kredit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a. DUPAK yang dapat dinilai paling lama 2 (dua) tahun terakhir;

b. berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima
pejabat Penetap Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai
untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian diserahkan
kepada Ketua Tim Penilai;

c. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim Penilai
untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan DUPAK;

d. setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi
rapat pembahasan hasil penilaian;

e. hasil penilaian dari tim penilai 1 dan 2 dibahas dalam rapat
pembahasan hasil penilaian, apabila terdapat perbedaan penilaian
antara penilai 1 dan 2 maka akan diputuskan dalam rapat
pembahasan hasil penilaian;

f. rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang 75% (tujuh
puluh lima persen) dari seluruh anggota Tim Penilai;

g. rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan
dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai;

h. hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam
rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut :

1) bagi Penyuluh Kehutanan yang belum mencapai angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka
Ketua Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat
Pengusul dengan menggunakan HAPAK;

2) bagi Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka
hasil penilaian dituangkan dalam PAK;

i. formulir PAK tersebut disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat
Penetap Angka Kredit untuk ditandatangan
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Bagian Ketiga

Penetapan Angka Kredit

Paragraf 1

Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

PAK Penyuluh Kehutanan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :

a. paling lambat pada pertengahan bulan Januari untuk periode April
tahun yang sama; dan

b. paling lambat pada petengahan bulan Juli untuk periode Oktober
tahun yang sama.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

(1) Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, dituangkan dalam format PAK dan
disampaikan kepada pejabat Penetap Angka Kredit.

(2) Dalam hal Pejabat Penetap Angka Kredit menyetujui hasil penilaian
yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka Pejabat Penetap Angka Kredit
menetapkan dan menandatangani hasil penilaian dimaksud.

(3) Dalam hal hasil penilaian angka kredit belum memenuhi syarat untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan
dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) yang
ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

(4) PAK yang telah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat Pengusul dan diteruskan
kepada :

a. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;

b. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.

(5) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum pada Lampiran VII.

Pasal 31

PAK untuk Penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan dapat diberikan
dengan ketentuan:

a. juara 1 (satu) tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
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b. hanya dapat dinilai 1 (satu) kali pada tingkat yang sama dan belum
pernah menerima penghargaan sebagai Penyuluh Kehutanan PNS
teladan tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;

c. dapat mengusulkan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun;

d. dalam hal Penyuluh Kehutanan mendapatkan 2 (dua) penghargaan
atau lebih pada tahun yang sama, yang dinilai adalah yang
tingkatannya lebih tinggi;

e. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya
bernilai baik;

BAB VI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pembebasan Sementara

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 32

(1) Penyuluh Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya dalam
hal:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun tidak dapat memenuhi angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat;

b. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberi surat peringatan
maksimal 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pembebasan
sementara.

(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan
oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.

(4) Penyuluh Kehutanan yang akan dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara yang terdiri
dari :
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a. fotokopi SK CPNS dan SK PNS (bagi kenaikan pangkat pertama
kali);

b. fotokopi Kartu Pegawai;

c. PAK (asli) terakhir;

d. fotokopi PAK kesinambungan;

e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

f. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan

g. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Penyuluh Kehutanan yang akan dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e, wajib menyampaikan berkas usulan
pembebasan sementara yang terdiri dari :

a. fotokopi SK CPNS dan SK PNS bagi kenaikan pangkat pertama
kali;

b. fotokopi Kartu Pegawai;

c. PAK (asli) terakhir;

d. fotokopi PAK kesinambungan;

e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;

f. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir;

g. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
dan

h. fotokopi surat keputusan diberhentikan sementara dari jabatan
negeri; atau

i. fotokopi surat keputusan penugasan di luar Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan; atau

j. fotokopi surat menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

k. fotokopi surat keputusan tugas belajar.

(6) Berkas usulan pembebasan sementara Penyuluh Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan
kepada pimpinan unit kerja.

(7) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menyampaikan berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya menyampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan cq. Kepala Biro Kepegawaian untuk diproses sampai
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diterbitkan keputusan pembebasan sementara dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di daerah, selanjutnya menyampaikan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diproses
sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara dalam
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang bekerja di
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh keputusan pembebasan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya.

(2) Dalam hal keputusan pembebasan sementara belum ditetapkan dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka Pimpinan Unit
Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan wajib menerbitkan
surat keterangan pemberhentian tunjangan jabatan fungsional
terhitung sejak :

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kehutanan;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. tidak mampu memenuhi angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah 5 (lima) tahun
dalam jabatan/pangkat tertentu;

e. tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit dalam jangka waktu
satu tahun bagi Penyuluh Kehutanan Ahli Utama dan Penyelia;
atau

f. bulan ketujuh bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan.
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Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 34

(1) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf a, apabila telah
memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat mengajukan usul
pengangkatan kembali sebagai Penyuluh Kehutanan dengan
melampirkan :

a. fotokopi keputusan pembebasan sementara;

b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

c. fotokopi PAK terakhir sebelum pembebasan sementara sebagai
penyuluh Kehutanan;

d. fotokopi PAK yang diperoleh pada masa bebas sementara;

e. fotokopi SK Pangkat Terakhir; dan

f. fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja.

(2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d dan huruf e, dalam hal telah selesai menjalani pembebasan
sementara dapat mengajukan usul pengangkatan kembali dengan
melampirkan:

a. fotokopi keputusan pembebasan sementara;

b. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;

c. fotokopi PAK terakhir sebelum pembebasan sementara sebagai
penyuluh Kehutanan; dan

d. fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah
diaktifkan kembali sebagai PNS bagi yang diberhentikan
sementara sebagai PNS; atau

e. fotokopi surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat
kembali sebagai PNS pada unit kerjanya semula; atau

f. fotokopi surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai
menjalani tugas diluar jabatan penyuluh kehutanan dan telah
ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau
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g. fotokopi ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas
belajar, bagi yang melaksanakan tugas belajar.

(3) Berkas usulan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

(4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk
proses penetapanny

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses
penetapannya.

Paragraf 2

Masa Pembebasan Sementara

Pasal 35

(1) Penyuluh Kehutanan pada masa pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
dapat melaksanakan tugas pokok dan pengembangan profesi, tetap
dapat dinilai angka kreditnya pada saat yang bersangkutan sudah
diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai dengan melampirkan antara lain
:

a. Surat Keterangan/undangan dari unit kerja penyelenggara
kegiatan;

b. Surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani
pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;

c. Bukti fisik kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 36

(1) Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya karena :

a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan
dalam masa pembebasan sementara;
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b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari
jabatan;

c. setelah diberi kesempatan mengulang 3 (tiga) kali tetap tidak
lulus diklat dasar fungsional di bidang penyuluhan Kehutanan.

(2) Penyuluh Kehutanan yang akan diberhentikan dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan berkas
usulan dengan melampirkan :

a. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;

b. fotokopi keputusan jabatan sebagai Penyuluh Kehutanan
terakhir; dan

c. fotokopi :

1) keputusan hukuman disiplin;

2) rekomendasi dari Ketua Tim Penilai bahwa Penyuluh
Kehutanan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh
angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang
telah ditentukan; dan/atau

3) surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa
Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dalam waktu 2
(dua) tahun tidak mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional
di bidang penyuluhan Kehutanan.

(3) Berkas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

(4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan
berkas usulan kepada :

a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit
kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi untuk proses penetapanny

b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses
penetapannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh
Kehutanan dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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